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Abstract: This study aims to describe the implementation of Regional Regulation No. 
17 of 2005 and analyze it from the Maqashid Syariah Perspective. The research 
process uses a qualitative descriptive method whose data sources are obtained from 
the process of collecting relevant documents, especially sheets of Regional Regulation 
No. 17 of 2005, direct observation and in-depth interviews (depth interviews) both 
individually and in groups (FGD) with purposively selected informants. The general 
conclusion of the study is that the Regional Regulation (PERDA) Number 17 of 2005 
concerning Illiteracy of Al-Qur'an Literacy at School Age and for the Islamic 
Community of Kendari City has not been optimally implemented. From the results of 
the study, it was found that there were several weaknesses in the content of the 
Regional Regulation material, causing multiple interpretations in its application. The 
reality on the ground indicates that the Al-Qur'an Illiteracy Free Program as a form 
of implementation of Regional Regulations held in schools and in Islamic 
communities is faced with various problem s. This is due to the absence of indicators 
to measure the success of program achievements, lack of socialization and 
supervision and the absence of transparency of program budgets. Furthermore, from 
the results of the maqashid sharia perspective analysis, Regional Regulation Number 
17 of 2005 is very important and must be implemented because learning to read and 
write the Qur'an as well as its material content is a fundamental key in 
understanding and applying the contents of the holy book of Al-Qur'an as the source 
of all sources of Islamic law. Lawmakers (syar'i) in this case the government and the 
Kendari City DPRD as well as other stakeholders must work together and be actively 
involved so that Regional Regulations have an impact on the benefit of mankind, 
especially Muslims in Kendari City. 
Keywords: Implementation, Regional Regulation, Maqashid Syariah 
 
Abstrak: Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan implementasi Peraturan 
Daerah Nomor 17 tahun 2005 dan menganalisisnya dalam Perspektif Maqashid 
Syariah. Proses penelitian menggunakan metode deskriptif kualitatif yang sumber 
datanya diperoleh dari proses pengumpulan dokumen yang relevan terutama 
lembaran Peraturan Daerah Nomor 17 tahun 2005, Pengamatan langsung dan 
wawancara mendalam (depth interview) baik secara perseorangan maupun 
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kelompok (FGD) dengan informan yang dipilih secara purposive. Kesimpulan 
umum penelitian adalah Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 17 Tahun 2005 
Tentang Bebas Buta Aksara Al-Qur’an Pada Usia Sekolah dan bagi Masyarakat 
Islam Kota Kendari belum optimal diimpelentasikan. Dari Hasil penelitian 
ditemukan bahwa terdapat beberapa kelemahan dalam muatan materi Peraturan 
Daerah sehingga menimbulkan multi tafsir dalam penerapannya. Kenyataan di 
lapangan mengindisikasikan bahwa Program Bebas Buta Aksara Al-Qur’an sebagai 
wujud implementasi Peraturan Daerah yang diselenggarakan di sekolah-sekolah 
maupun pada masyarakat Islam diperhadapkan pada berbagai masalah. Hal ini 
disebabkan karena belum adanya indikator untuk mengukur keberhasilan 
pencapaian program, minimnya sosialisasi dan pengawasan serta belum adanya 
transparansi anggaran program. Selanjutnya, dari hasil analisis perspektif 
maqashid syariah, Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2005 sangat penting dan 
harus diterapkan karena pembelajaran baca tulis al-Qur’an sebagaimana 
kandungan materinya merupakan kunci mendasar dalam memahami dan 
menerapkan isi kandungan kitab suci al-Qur’an sebagai sumber dari segala sumber 
hukum Islam. Pembuat hukum (syar’i) dalam hal ini pemerintah dan DPRD kota 
Kendari serta pemangku kepentingan lainnya harus bekerjasama dan terlibat aktif 
agar Peraturan Daerah memberikan dampak bagi kemaslahatan umat manusia, 
khususnya umat muslim di Kota Kendari. 
Kata Kunci : Implementasi, Peraturan Daerah, Maqashid Syariah 
 
A. Pendahuluan 

Al-Qur’an merupakan sumber dari segala sumber hukum Islam. Mayoritas 

penduduknya beragama Islam (Muslim) Dalam kedudukannya tersebut,Dari 

sekitar 225 juta penduduk di Indonesia yang 87, 2 persen adalah Muslim sebagian 

besar masih belum bisa baca-tulis (buta huruf) al-Qur’an. Dari angka statistik 

masih tercatat sekitar 65 persen masyarakat muslim Indonesia buta huruf Al-

Qur’an (hidayatullah .com). Namun demikian, Berdasarkan hasil riset Kementerian 

Pendidikan dan Kebudayaan pada seluruh sekolah di Indonesia ditemukan bahwa 

Hingga akhir tahun, 2020 Sebanyak 11 provinsi di Indonesia tercatat memiliki 

persentase buta aksara masih di atas rata-rata nasional, yaitu sekitar 2,07 persen. 

Provinsi Sulawesi Tenggara memiliki persentase angka buta aksara al-Qur’an yang 

relatif cukup tinggi yakni 2,74 persen (republika.co.id). Oleh karena itu untuk 

menjawab permasalahan tersebut di Kota Kendari diberlakukan Peraturan Daerah 

(PERDA) Nomor 17 Tahun 2005 tentang bebas buta aksara al-Qur’an pada Usia 

Sekolah dan Masyarakat Islam. 

Sebagai produk hukum, Peraturan Daerah idealnya mampu menjawab 

kebutuhan masyarakat sebagai warga Negara. Pelibatan partisipasi masyarakat 
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juga terutama lembaga-lembaga terkait membantu terselenggaranya program 

bebas aksara al-Qur’an. Demikian pelibatan Lembaga formal (sekolah) maupun 

informal seperti Badan Kordinasi Pemuda dan Remaja Mesjid Indonesia, 

(BKPRMI), Badan Kontak Majelis Ta’lim (BMT), termasuk Taman Pengajian al-

Qur’an.  

Spesifik Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sebagai Legislatif, 

budgeting maupun pengawasan diharapkan mampu memastikan Peraturan 

Daerah maupun program telah terimplementasi dengan baik. DPRD bersama-sama 

dengan pemerintah daerah  

Berdasarkan uraian tersebut Penelitian ini bertujuan untuk 

Mendeskripsikan implementasi Peraturan Daerah Nomor 17 tahun 2005 Tentang 

bebas buta aksara al-Qur’an pada Usia Sekolah dan Masyarakat Islam di Kota 

Kendari serta Menganalisis Implementasi Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 

2005 dalam perspektif Magashid Syariah. 

B. Metode Penelitian 

Penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif dengan menggunakan 

pendekatan hukum normatif baik dari aspek Yuridis, Sosioliogis maupun politis 

(Burhanudin, 2004). Lokasi penelitian dilakukan di wilayah kota Kendari dan 

difokuskan pada kantor DPRD kota Kendari serta beberapa kelembagan terkait 

program bebas buta Aksara al-Qur’an. 

C. Hasil dan Diskusi 

Sistematika hasil penelitianiini terdiri dan dibagi dalam tiga bagian serta 

mengacu sekaligusimerupakanijawaban atas pertanyaan pada rumusan masalah 

dan tujuan penelitian. Bagian pertamaimendeskripsikan iPeraturan iDaerah 

inomor i17 itahun i2005 baik tahapan prosedur ipenetapan, latarbelakang, 

landasan hukum iserta ikajian imuatan imaterinya. iBagian ikedua 

imendeksripsikan iprogram ibebas ibuta iaksara ial-Qur’an isebagai iwujud 

iimplementasi iPeraturan iDaerah imenyangkut ifaktor ipenentu, iproblematika 

idan isolusi ialternatifnya. iKemudian ipada ibagian iketiga iyang idiuraikan 

isecara iterpisah iyakni imenganalisis hasil penelitian dalam hal ini Peraturan 
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Daerah dan iImplementasinya idalam iperspektif ihukum, peraturan perundang-

undangan dan terutama perspektifnya dalam kontruksi hukum Islam (Muqashidul 

ial-Syariah). iPeraturan Daerah (PERDA) Nomor i17 Tahun 2005 tentang bebas 

buta iAksara ial-Qur’an iPada iUsia iSekolah idan iMasyarakat iIslam iKota 

iKendari. 

Deskripsi imengenai iimplementasi iPeraturan iDaerah i(PERDA) inomor 

i17 itahun i2005, iyang idianalisis ipada ibagian iini iterdiri idari ialasan iatau 

ilatar ibelakang iditerbitkannya Peraturan Daerah, proses maupun tahapan 

ipelaksanaan iPeraturan Daerah, iurgensi imaupun ikontribusinya iterhadap 

ipembangunan idaerah iserta isejauhmana pencapaian i(progress) ikeberhasilan 

ipenerapannya ipada masyarakat, terutama masyarakat muslim (yang iberagama 

iIslam) idi iKota iKendari. iDeksripsi iini ijuga idikorelasikan idengan iprogram 

ipemerintah idaerah iyakni ibebas ibuta ibaca itulis i(aksara) ial-Qur’an isecara 

ispesifik imaupun iprogram ikeagamaan ilainnya isecara iumum. 

1. Implemetasi Peraturan Daerah nomor 17 Tahun 2005 di Kota Kendari 

a) Deskripsi Umum Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2005 

Peraturan Daerah Nomor 17 tahun 2005 Tentang Bebas Buta 

iAksara iAl-Qur’an ipada iUsia iSekolah idan iBagi iMasyarakat Islam di Kota 

iKendari idalam iperspektif iyuridis (Hukum) merupakan salah satu 

iproduk ihukum iperundang-undangan yangberlaku dalam lingkup iwilayah 

iKota iKendari. iSebagai iproduk ihukum Peraturan Daerah idalam ikonteks 

iini imerupakan iaturan iyang iwajib dipatuhi oleh iseluruh imasyarakat 

kota Kendari isekaligus dijadikan sebagai ipedoman idalam ikehidupan 

isosial warga ikota iKendari idan iatau ipembangunan idi iwilayah 

iperkotaan idalam icakupan iyang ilebih iluas. Pembentukan dan penetapan 

Peraturan Daerah inomor i17 itahun i2005, isalah isatunya dilatari ioleh 

ipenduduk imuslim iyang imayoritas idi ikota iKendari. iBerdasarkan 

ipenelusuran idata ikependudukan idiperoleh idata istatistic isemester 

ipertama i(januari-Juni i2019) ibahwa idari i340.796 ijiwa ipenduduk ikota 

iyang iterdiri idari i172.536 ilaki-laki idan i168.260 iperempuan iatau 
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i94.663 iKepala iKeluarga i(KK), iyang iBergama iIslam iberjumlah i318.771 

ijiwa. (Dukcapil dan Wikipedia, 2021) 

Kenyataan itersebut imengindikasikan sekaligus idapat 

idiasumsikan ibahwa iditetapkan idan idiberlakukannya iPeraturan iDaerah 

inomor i17 itahun i2005 iini idimaksudkan iuntuk imenjawab ikebutuhan 

imenjalankan ikegiatan ikeagamaan ibagi isebahagian ibesar iatau isekitar 

i90 ipersen ilebih ipenduduk ikota iKendari. iLatar iLahirnya iPeraturan 

iDaerah iIni ijuga itertera idalam imukadimah ikonsideran iPeraturan 

iDaerah iyang idapat idiuraikan isebagai iberikut: 

a. Bahwa isalah isatu iwujud iimplementasi imotto ikota ikendari i‘bertakwa’ 

iadalah ipembinaan ikeagamaan iguna iterciptanya imasyarakat iyang 

imemiliki imoral iyang itinggi 

b. Bahwa idalam irangka ipelaksanaan ibebas ibuta iaksara ial-Qur’an iumat 

iIslam i idi ikota iKendari, imaka iperlu idilakukan ipembinaan isecara idini 

ipada ianak iusia isekolah idan imasyarakat iumum 

c. Bahwa iuntuk ilebih iefisien idan iefektifnya ipelaksanaan itersebut imaka 

iperlu idilakukan iupaya iyang iintensif idan iberkesinambungan idengan 

imelibatkan isemua iunsur idan ikomponen idalam imasyarakat 

d. Bahwa iuntuk imemenuhi imaksud ihuruf ia, ib, idan ic imaka ipengaturan 

ipemberantasan ibuta iaksara ial-qur’an ipada iusia isekolah idan 

imasyarakat iIslam iperlu iditetapkan idengan iperaturan idaerah 

(Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2005). 

Penetapan iPeraturan iDaerah ipada idasarnya imerupakan ihak 

ikonstitusional iDPRD isebagai ilembaga ilegislatif idan iPemerintah 

isebagai ilembaga ieksekutif. iKedua ilembaga iini itidak isaja 

iberkewenangan idalam imembentuk iPeraturan iDaerah ijuga isekaligus 

ibertanggung-jawab iterhadap ipenerapan iatau iimplementasinya ipada 

imasyarakat. iDemikian ipula iHalnya idengan iPeraturan iDaerah inomor 

i17 itahun i2005 iyang iditetapkan isecara ibersama-sama ioleh iDewan 

iPerwakilan iRakyat iDaerah i(DPRD) iKota iKendari iperiode i2024-2009 

idan iPemerintah iKota iKendari.pada itanggal i15 iSeptember i2005 ioleh 

iWalikota iyang imenjabat isaat iitu iyakni ibapak iDrs. iMasyhur iMassie 



Vol.2 No. 2, September 2022  Qaimuddin 

 
 

90 
 

iAbunawas, iM.Si idan imulai idiberlakukan ipada itanggal i2 iJanuari i2007. 

iDengan ikata ilain, idalam ikonteks ipenelitian iini, iPeraturan iDaerah iini 

itelah idimplementasikan iselama ikurang ilebih i16 i(enam ibelas) itahun.  

Mengenai iwaktu idiberlakukannya iPeraturan iDaerah itersebut, 

isalah iseorang iinforman imemberikan ipenjelasan idalam ipetikan 

iwawancaranya isebagai iberikut: 

Idealnya imemang ipemberlakuan iPeraturan iDaerah iitu iseharusnya 

isetelah iditetapkan ipada itahun i2005 idan itidak imenunggu iwaktu iyang 

ilama iuntuk iditerapkan idi imasyarakat. iNamun ikarena iPeraturan 

iDaerah iini iadalah iPeraturan iDaerah iyang ibaru iatau ibukan iPeraturan 

iDaerah iPerubahan imaka iperlu iwaktu iuntuk idisosialisasikan iterlebih 

idahulu, iLagipula, ianggaran iAPBD ikota iuntuk iprogram ibebas ibuta 

iaksara ial-Qur’an ibaru ibisa ialokasikan ipada itahun iAnggaran i2007 

(Razak, 2021) 

Pernyataan itersebut imenujukan ibahwa iketerlambatan iproses 

ipenetapan iPeraturan iDaerah iNomor i17 iTahun i2005 idisebabkan ioleh 

ipembahasan ilokasi ianggaran. iSejalan idengan ipendapat itersebut, 

iinforman ipenelitian imemberikan iargumennya imelalui ipetikan 

iwawancara iberikut: 

Menurut isaya ijarak iwaktu iantara ipenetapan idan 
idiberlakukannya iPeraturan iDaerah iini ilebih idikarenakan iskala 
iperioritasnya. iMaksudnya, iPeraturan iDaerah iyang isifatnya 
istrategis idan imendesak iuntuk idilakukan, iitu iyang iterlebih 
idahulu idikerjakan. iHal iini imesti idisesuaikan idengan iprogram-
program ipembangunan iperioritas iKota iKendari iyang 
idicanangkan ioleh iWalikota iperperiode imasa ijabatannya. iIni 
itidak iberarti ibahwa iProgram ibebas ibuta iaksara ial-Qur’an 
itidak idiperioritaskan iakan itetapi imasih ibanyak iperda-perda 
istrategis ilainnya iyang iperlu ididahulukan (Hamra, 2021) 
 

Pernyataan idiatas imenunjukan ibahwa itahapan iperancangan, 

ipengusulan, ipenetapan itermasuk ipemberlakuan iatau ipenerapan 

iPeraturan iDaerah isangat ibergantung ipada iagenda iperioritas ilegislasi 

idi iDPRD iKota iKendari, iMengenai ihal itersebut isalah iseorang iinforman 

imemberikan itanggapannya idalam ipetikan iwawancara isebagai iberikut:i 
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Peraturan iDaerah inomor i17 iitu ibarangkali idianggap ibukan 
isebagai iPeraturan iDaerah iperioritas ikarena ianggarannya itentu 
isaja isangat ikecil ibila idibandingkan idengan iPeraturan iDaerah 
ilain iyang imaterinya iberhubungan idengan iAPBD iyang ibesar 
iseperti ipembangunan iinfrastruktur, iretribusi ipajak, iperizinan 
idan ilain isebagainya. iJadi iwajar isaja ibila iPeraturan iDaerah iini 
icenderung ikurang imendapatkan iperhatian, itidak isaja ioleh 
iDPRD iakan itetapi ijuga idi ipihak ipemerintah. iBuktinya, isampai 
isaat iini iPeraturan iDaerah iNomor i17 iini iterkesan iseolah-olah 
iterbengkalai. iJika idi isurvey, iada iatau itidak iadanya iPeraturan 
iDaerah iini ipun iprogram iBaca iTulis iAl-Qur’an itetap isaja 
idilakukan ioleh ilembaga imaupun iperorangan i(iAsidin, 2021) 
 

Pernyataan idi iatas imengindikasikan iminimnya iperhatian iDPRD 

iterhadap ibeberapa iPeraturan iDaerah iyang ibelum idiagendakan 

ipembahasannya idisebabkan ikarena i iPeraturan iDaerah iNomor i17 

itahun i2005 idianggap ibukan imerupakan iPeraturan iDaerah iperioritas. 

iSehubungan idengan iitu isalah iseorang iinforman imemberikan 

ipernyataan isebagai iberikut: i 

Pembahasan iPeraturan iDaerah iyang ikami iagendakan icukup 
ibanyak isehingga imembutuhkan iwaktu idan isidang iyang 
iterjadwal isangat ipadat. iUntuk itahun ikedua iini imisalnya, ikami 
ibaru ibisa imengendakan ibeberapa isidang ipembahasan i 
iPeraturan iDaerah ibaik iyang idiusulkan ipemerintah imaupun 
iinisiasi iDPRD isendiri. iLagi ipula itahapan ipembahasan idan 
ipenetapan iPeraturan iDaerah iini iprosedurnya iagak irumit idan 
ipanjang, isehingga ikami ibutuh ibeberapa ilangkah ibaik idalam 
imembahasiusulaniRaperdanya,imelakukanisurveyilapangan, ilalu 
ibersama ipemerintah imenetapkan iPeraturan iDaerah itesebut. 
iTerkait iPeraturan iDaerah iNomor i17 iTahun i2005, ikami iharus 
iakui ibelum idiagendakan. iJadi isyukur iada iriset iseperti iini, 
ikami imendapat imasukan idari iakademisi (Subhan, 2021) 

 
Pernyataan iketua iDPRD itersebut imenunjukan ibahwa iproses 

ipenetapan idan ipenerapannya imembutuhkan iprosedur ipembentukan 

iPeraturan iDaerah. iPeraturan iDaerah iNomor i17 itahun i2005 

isebagaimana iPeraturan iDaerah ilainnya, idibentuk iberdasarkan itata 

icara, iasas idan ilandasan iprosedural iyang idiatur ioleh iUndang-Undang 

ikhususnya iUndang-Undang iNomor i12 itahun i2011.  



Vol.2 No. 2, September 2022  Qaimuddin 

 
 

92 
 

Sehubungan idengan itahapan ipembentukan iPeraturan iDaerah idi 

iatas, iSpesifik iPeraturan iDaerah iNomor i17 itahun i2005 idijelaskan ioleh 

isalah iseorang iinforman idalam ipetikan iwawancaranya isebagai iberikut: 

Peraturan iDaerah inomor i17 itahun i2005 isetahu isaya imerupakan 

iusulan idan iwalikota. iBerdasarkan iusulan iitu ikami imembentuk ipanitia 

ikerja i(panja) iuntuk imembahas iusulan itersebut imelalui isidang iyang 

idigelar ioleh iBamus i(badan iMusyawarah) ibersama iBapemperda, 

iBanggar idan ikomisi-komisi. i iKomisi iyang imenangani imasalah 

ikeagamaan iadalah ikomisi iI. idan isaya iwaktu iitu i(tahun i2004-2009) 

imenjadi isalah isatu ianggota ikomisi. iSebelum isidang ipenetapan 

iPeraturan iDaerah ikami iterlebih idahulu iturun ike imasyarakat iuntuk 

imeminta itanggapan iserta imeminta itanggapan idari iakademisi idan 

iprofessional iterkait iPeraturan iDaerah iuntuk imematangkan inaskah 

iakademisnya. (Razak, 2021) 

Berdasarkan iuraian itersebut idapat idisimpulkan ibahwa iproses 

ipenetapan iPeraturan iDaerah, itermasuk iPeraturan iDaerah inomor i17 

itahun i2005 imelewati ibeberapa itahapan ipanjang. iSpesifik imengenai 

itahapan ipembahasan iterdiri idari iempat itahapan iyang isecara ikhusus 

idijelaskan isebagai iberikut: 

1. Tahap pertama dilakukan dalam Sidang Paripurna.iUntuk irancangan 

iperda dari kepala idaerahipenyampaian dilakukan olehikepalaidaerah 

isedangkan penyampaian rancanganiperdaidariiDPRDidilakukan 

olehipimpinanirapat igabungan ikomisi. 

2. Tahakedua merupakan tahap pemandangan umum. Untuk rancangan 

perdaidari kepala i idaerah, i ipemandangan i iumum i idilakukan i ioleh i 

ianggota i ifraksi i idan ikepala idaerah imemberikan ijawaban iatas 

ipemandangan iumum itersebut. iSebaliknya, iuntuk irancangan iperda 

idari iDPRD imaka itahap ipemandangan iumum idilakukan idengan icara 

imendengarkan ipendapat ikepala idaerah idan ijawaban ipimpinan ikomisi 

iatas ipendapat ikepala idaerah 

3. Tahap iketiga imerupakan itahap irapat ikomisi iatau igabungan ikomisi 

iyang idisertai ioleh ikepala idaerah. iTahap iini idilakukan iuntuk 
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imendapatkan ikesepakatan itentang irancangan iperda iantara ikepala 

idaerah idan iDPRD 

4. Tahap iempat imeliputi ipengambilan ikeputusan idalam irapat iparipurna 

iyang ididahului i idngan ilaporan ihasil ipembicaraan itahap iIII, ipendapat 

iakhir ifraksi-fraksi, ipemberian i kesempatan kepada kepala i i daerah i 

i untuk i i menyampaikan ipendapat/sambutan iterhadap ipengambilan 

ikeputusan, i iRancangan i iperaturan i idaerah i iyang i isudah i idisetujui i 

iDPRD kemudian iditandatangani ioleh ikepala idaerah isehingga 

iterbentuk iperaturan idaerah. (Arsip DPRD, 2021) 

Selain iagenda isidang ipembahasan isebagaimana iyang idiuraikan 

itersebut, iperlu ipula idijembatani ihubungan iantara ipementah idaerah 

idan iDPRD imelalui iSekretariat iDaerah itahapannya ijuga isecara iumum 

idapat idiuraikan isebagai iberikut: 

1. Pemerintah imengajukan iRAPERDA ike iDPRD imelalui iSekretaris iDewan 

2. Sekwan imengirim iRAPERDA ike ipimpinan iDPRD 

3. Pimpinan imengirim iRAPERDA ike ikomisi iterkait 

4. Pimpinan ikomisi imembentuk iPansus iuntuk imembahas iRAPERDA 

iusulan ipemeritah iatau iinsisiasi iDPRD 

5. Panitia ikhusus imengadakan idengar ipendapat i(hearing) idengan 

ielemen- ielemen iyang imeliputi iunsur ipemerintah, iprofesional, 

ipengusaha, ipartai ipolitik, iLSM, iormas, iOKP, itokoh imasyarakat, idan 

iunsur ilain iyang iterkait idi idaerah 

6. DPRD imengadakan isidang iParipurna iuntuk imendengarkan ipandangan 

iumum ifraksi-fraksi iuntuk iselanjutnya imenetapkan iRAPERDA imenjadi 

iPERDA 

Sehubungan idengan iprosedur idan itahapan ipembahasan idari 

iRaperda i(Rancangan iPeraturan idaerah) imenjadi iPeraturan iDaerah 

iuntuk iselanjutnya idiberlakukan, iinforman ipenelitian imemberikan 

iuraiannya isecara idetail idalam ipetikan iwawancara isebagai iberikut: 

Tugas ikami idi isekwan iadalah imenjembatani iDPRD idan iPemda isesuai 

istandar ioperasional itata itertib iyang iditetapkan. iDari iRaperda iyang 

idiusulkan ikami imenyampaikannya ikepada ipimpinan ikemudian isetelah 
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idistujui iuntuk idibahas ikami iteruskan ikembali ikepada iWalikota iuntuk 

idiagendakan iuntuk idisidangkan. iApabil iperlu ikami ijuga ipertemuan 

isejumlah itokoh iterkait iPeraturan iDaerah iatau imenugaskan ipansus 

imelakukan istudi ibanding idengan idaerah iuntuk imematangkan inaskah 

iakademis. iPaling ilambat i7 ihari i(seminggu) iRaperda iini isudah iharus 

idisidangkan idengan imendengarkan ipandangan iwalikota idan 

ipandangan ifraksi iatas iRaperda iyang idiusulkan idan ipaling ilambat i30 

ihari isudah iharus iditetapkan. iPenetapan iini idilakukan idalam isidang 

iparipurna iyang iharus idihadiri iseluruh ianggota idan ikelengkapan 

iDewan ibersama iperwakilan ipemerintah. (Asis, 2021) 

Berdasarkan iuraian itersebut ijelaslah ibahwa iprosedur 

ipenetapan iPeraturan iDaerah idilakukan isecara ibertahap idan 

imembutuhkan iwaktu iproses iyang ipanjang. iPerturan idaerah iyang 

itelah idisahkan iharus idiundangkan idengan imenempatkannya idalam 

ilembaran idaerah. iPengundangan iperaturan idaerah idalam ilembaran 

idaerah idilaksanakan ioleh isekretaris idaerah. iUntuk iperaturan idaerah 

iyang ibersifat imengatur, isetelah idiundangkan idalam ilembaran idaerah 

iharus ididaftarkan ikepada ipemerintah. iPengundangan iPeraturan 

iDaerah iyang itelah idisahkan idalam ilembaran idaerah imerupakan itugas 

iadministratif ipemerintah idaerah. iPengundangan iperda idalam 

ilembaran idaerah itersebut imenandai iPeraturan iDaerah iyang itelah isah 

iuntuk idiberlakukan idan imasyarakat iberkewajiban iuntuk 

imelaksanakannya. 

Peraturan iDaerah iNomor i17 itahun i2005, iselain ikajian 

iprosedurnya iperlu ipula idianalisis imuatan imaterinya. iSebagaimana 

itelah idiuraikan ibahwa iPeraturan iDaerah iyang imuatan imaterinya 

imenyangkut imasalah ikeagamaan iini iterdiri idari i8 i(delapan) iBAB idan 

i16 iPasal. iKeseluruhan imaterinya ididokumenkan idalam ilembaran 

iperaturan idaerah ikota iKendari i2026. iBerdasarkan ipenelusuran 

idokumen idisebutkan ibahwa imateri i muatan i peraturan i daerah 

i adalah i materi i pengaturan i iyang iterkandung idalam isuatu iperaturan 

idaerah iyang idisusun i sesuai idengan iteknik ilegal idrafting iatau 
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iteknik ipenyusunan iperaturan iperundang-undangan idalam 

ipenyelenggaraan iotonomi idaerah idan itugas ipembantuan iserta 

imenampung ikondisi ikhusus idaerah. 

Ilustrasi idokumen itersebut imengindikasikan ibahwa imateri 

iPeraturan iDaerah iNomor i17 itahun i2005 iharus iberlandaskan ipada 

iprinsip-prinsip imaupun iasas-asas iyang iberlaku. iSecara iumum imuatan 

iPeraturan iDaerah iharus imemenuhi ilandasan iaspek iyuridis, iSosiologis, 

ifilosofis idan ipolitis, itermasuk ipijakan ilainnya iseperti ilandasan 

iekonomis, iekologis i(lingkungan), icultural i(budaya) iadministratif idan 

ireligi i(keagamaan). iSusunan iumum imateri ipaling isedikit imemuat 

ipenamaan idan imukadimah, ibatang itubuh iatau ikonten iPeraturan 

iDaerah iserta ipenutup idan ilegalisasi i(penandatanganan) iatau isecara 

idetail imemuat iketentuan iumum, imateri ipokok iyang idiatur, iketentuan 

ipidana iatau isangsi i(jika idiperlukan), iketentuan iperalihan idan 

iketentuan ipenutup. iUnsur-unsur iini isecara iumum itelah itermuat 

idalam iPeraturan iDaerah inomor i17 itahun i2005. 

Meskipun idemikian, ijika idikaji isecara imendalam, imateri 

iPeraturan iDaerah iNomor i17 itahun i2005 iini imasih imemiliki ibeberapa 

ikelemahan iredaksional iyang idapat imengakibatkan iterjadi ikesalahan 

itafsir ihukum idan iimplementasinya idi ilapangan. iHal iini isejalan 

idengan ipernyataan iseorang iinforman idalam ipetikan iwawancaranya 

isebagai iberikut: 

Menurut isaya, iPeraturan iDaerah iNomor i17 iini isangat iringkas itetapi 

itidak ipadat idan itidak ijelas. iMau itidak imau iDPRD iperlu imengkaji 

iulang, ipasal iper ipasal iyang ikontradiktif iredaksinya iagar idalam 

ipenerapannya itidak imenimbulkan ikesalahan itafsir ioperasionalnya. 

iSebab iKualitas iDPRD ibagi isaya iakan isangat ibergantung ipada ikualitas 

iPeraturan iDaerah iyang idihasilkannya. iIni ijuga iuntuk imenghindari 

ikesan icopi ipasta iyang iterjadi iselama iini. iCoba isaja ianda ishare idi 

iinternet idan ibadingkan iPeraturan iDaerah iini idengan iPeraturan 

iDaerah isejenis ilainnya idi idaerah ilain, isepertinya iisinya ikurang ilebih 

isama. (Asidin, 2021) 
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Merujuk idari ipernyataan itersebut, ipeneliti imelakukan 

ipengkajian imateri imuatan iPeraturan iDaerah iNomor i17 itahun i2005 

idan iditemukan ibeberapa ihal imendasar iyang idimaksudkan idalam 

ipetikan iwawancara itersebut idiantaranya: i 

1. Dari iSalinan iInternet, ibeberapa iPeraturan iDaerah isejenis imengeneai 

ipemberantasan ibuta iaksara ial-Qur’an imateri iatau iisinya ihampir isama 

idengan iPeraturan iDaerah inomor i17 i 

2. Dari ikajian i16 ipasal iyang imenjadi imateri iperda iterdapat ibeberapa 

ipasal iyang isaling ibertentangan imisalnya ipada iBAB iI iKetentuan 

iUmum idisebutkan ianak iusia isekolah idimaksudkan iadalah imulai idari 

ipendidikan idasar idan imenengah. iPasal iini ibertolak ibelakang idengan 

ipasal i2 ipada iBAB iII iMaksud idan itujuan iyang imenyebutkan 

iPendidikan ibaca itulis idan iAl-Qur’an iwajib idilaksanakan ipada itingkat 

isekolah idasar, imadrasah iibtidaiyah. I 

Sejalan idengan ikenyataan itersebut isalah iseorang iinforman 

imemberikan ipenjelasan idalam ipetikan iwawancaranya isebagai iberikut: 

Memang iharus idiakui, iterdapat ibeberapa iPeraturan iDaerah iyang 

iharus idikaji iulang ilalu idiusulkan iuntuk idirevisi. iSecara ikhusus iuntuk 

iPeraturan iDaerah iNomor i17 itahun i2005 iini itampaknya ikesalahan iini 

ilebih idisebabkan inaskah iakademis iyang idiajukan itidak iterlebih 

idahulu iditeliti isatu ipersatu. iNah iinilah iyang ibarangkali imenjadi itugas 

ikami imembenahi iseluruh imateri imuatan iPeraturan iDaerah iyang iada 

iagar itidak iterjadi ikessalahan idalam itafsir ipenerapannya inanti, itentu 

isaja idengan imeminta imasukan idari ikalangan iakademisi iatau imelalui 

iriset iseperti iini (Sulolipu, 2021) 

Pernyataan itersebut imenunjukan ibahwa ibeberapa iPeraturan 

iDaerah iyang idihasilkan ioleh iDPRD imemerlukan ikajian iulang 

iberdasarkan iasas idan iprinsip ipembentukan iPeraturan iDaerah 

isebagaimana iyang idiatur ioleh iUndang-Undang. iTerdapat ibeberapa 

iasas iyang imesti imenjadi ibahan ipertimbangan iDPRD idalam 

imenetapkan iPeraturan iDaerah iyakni: 
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1. Kejelasan itujuan, iyaitu ibahwa isetiap ipembentukan iperaturan iharus 

imempunyai iredaksi imateri idan itujuan iyang ijelas iyang ihendak 

idicapai. 

2. Kelembagaan i yang i tepat, i peraturan idapat idibatalkan iatau ibatal 

idemi ihukum ibila idibuat ioleh ilembaga/pejabat iyang itidak 

iberwenang. 

3. Kesesuaian iantara i i jenis i i dan i i materi i i muatan, i i yaitu i 

i dalam i i pembentukan iperaturan iperundang-undangan iharus ibenar-

benar imemperhatikan imateri imuatan iyang itepat idengan ijenis 

iperaturan iperundang-undangan. 

4. Dapat i dilaksanakan, i yakni iharus imemperhatikan iefektifitas 

iperaturan iperundang-undangan itersebut i i idi i i idalam i i imasyarakat, i 

i ibaik i i isecara i i ifilosofis, i i iyuridis i i imaupun isosiologis. 

5. Kedayagunaan idan ikehasilgunaan, iperaturan iyang idibuat ikarena 

imemang ibenarbenar idibutuhkan idan ibermanfaat idalam imengatur 

ikehidupan ibermasayarakat, iberbangsa idan ibernegara. 

6. kejelasan i i irumusan, i i i yaitu i i iharus imemenuhi ipersyaratan iteknis 

ipenyusunan, isistematika idan ipilihan ikata iatau iterminologi, iserta 

ibahasa ihukumnya ijelas idan imudah idimengerti isehingga itidak 

imenimbulkan iberbagai imacam iinterpretasi idalam ipelaksanaannya 

7. keterbukaan, iyaitu idalam iproses ipembentukan iperaturan iperundang-

undangan imulai idari iperencanaan, ipersiapan, ipenyusunan idan 

ipembahasan ibersifat itransparan idan iterbuka. iDengan idemikian 

iseluruh ilapisan imasyarakat imempunyai ikesempatan iseluas-luasnya 

iuntuk imemberikan imasukan idalam iproses ipembuatan iperaturan 

iperundang-undangan 

(Sumber: iSalinan iinternet, iasas ipembentukan iPeraturan iDaerah, i2021) 

Berdasarkan iberbagai iuraian imengenai iPeraturan iDaerah iNomor 

i17 itahun i2005 itentang iButa iAksara ial-Qur’an idapat idigeneralisasi 

itemuan ipenelitian iini iyakni iperlunya ipengkajian iulang idengan 

imelibatkan iunsur-unsur iterkait idengan imateri imuatan iPeraturan 

iDaerah iserta imemperhatikan ilandasan, iasas idan iprinsip ipembentukan 
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isebagaimana iyang idiatur idalam iUndang-Undang, ikhususnya iUndang-

Undang inomor i12 itahun i2011. iPengkajian iini idimaksudkan iagar 

idalam ipenerapannya, iPeraturan iDaerah imemiliki ikejelasan idan 

istandar ioperasional iuntuk imenghindari iterjadinya imulti itafsir ioleh 

ipenyelengara iteknis iPeraturan iDaerah. iUpaya iini ijuga ipada iakhirnya 

iakan imenghasilkan iPeraturan iDaerah iyang iberkualitas isebagaimana 

icerminan ikompetensi iDPRD idan imemberikan ikepastian ihukum ibagi 

imasyarakat ipenggunanya. 

b) Program Bebas Buta Aksara al-Qur’an di Kota Kendari  

Program ibebas ibuta iaksara iAl-Qur’an isebagaimana iyang 

iterkandung idalam iPeraturan iDaerah iNomor i17 itahun i2005 

imembagi idua ikategori isasaran iprogram iyakni ipada iusia isekolah 

idan ipada imasyarakat iIslam. iTafsir ihukum imengenai ihal itersebut 

isesungguhnya imasih ibersifat iumum idan idapat isaja idiartikan iatau 

isecara iberbeda-beda ikonsep ioperasionalnya. iJika ikonsep iusia 

isekolah idimaksudkan isebagai ianak iyang iberada idalam ibatasan 

iumur iusia isekolah imeskipun isedang imenjalani ipendidikan iatau 

isedang iputus isekolah, imaka ibatasan iini isudah itermasuk idalam 

ikonsep igeneralisasi imasyarakat iIslam. iDengan ikata ilain, ibatasan 

iusia isekolah itersebut itidak imesti idibagi ikarena isudah itermasuk 

idalam iketegori imasyarakat iIslam. iKemudian iapabila ipembagian 

iitu idimaksudkan ipada ipembelajaran iyang idilakukan idi isekolah 

iuntuk imembedakannya idengan ikategori imasyarakat iIslam, imaka 

ikonsep iusia isekolah imesti ididasarkan ipada idefinisi ikonsep iyang 

iberlaku. iFenomena iini iditanggapi ioleh isalah iseorang iinforman 

idalam ipetikan iwawancaranya isebagai iberikut: 

Disinilah imenurut isaya iletak ipersoalan iimplementasi iPeraturan 

iDaerah iyang ipaling imendasar. iPembedaan iantara iusia isekolah 

idan imasyarakat iIslam imestinya iharus ijelas itafsir ihukumnya iagar 

isasaran iimplementasi idan itarget iprogram iBTA ijelas idan iterukur. 

iSeandainya, ipembagian iitu idimaksudkan iuntuk imembedakan 

ikewenangan iantara idinas iPendidikan idan ikanwil iDepag isesuai 
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itupoksi imereka imasing-masing imaka imaka iredaksi inama iatau 

ijudul iPeraturan iDaerah iini, ibelum iterlalu itepat itafsir 

ioperasionalnya. iAkibatnya, ikedua iinstansi iini ibelum imenemukan 

iform iyang ijelas ipada ibadan iatau ilembaga iyang imenjadi 

ipenyelenggara iteknis, iKarena iBKPRMI iyang idiberi iperan iitu, 

iberada idalam ilingkup ikanwil iagama. (Asidin, 2021) 

Pernyataan itersebut imenunjukan ibahwa ipemasalahan imendasar 

ipenyelenggaraan iprogram ibebas ibuta iaksara ial-Qur’an iterletak 

ipada ipembagian isasaran iprogram isesuai inama idan ijudul 

iPeraturan iDaerah iNomor i17 itahun i2005. iAsumsi isementara 

ipeneliti itafsir iyang idapat idigunakan idalam ipenelitian iadalah 

ipembagian iantara iprogram idi isekolah i(Dunia iPendidikan) idan 

iluar isekolah i(Masyarakat iIslam). iAsumsi iini ididasari i 

ipenelusuran idokumen imengenai iHal iini ijuga idiakui ioleh isalah 

iseorang iinforman idalam ipetikan iwawancaranya isebagai iberikut: 

Yang isaya iketahui, iBKPRMI ihanya imenangani iprogram iBTA iyang 

idilakukan idi iluar isekolah ikarena idi idunia ipendidikan imenjadi 

iwilayah ikerja iDinas iPendidikan, itermasuk isekolah imadrasah 

isetingkatnya. iKegiatan ikami idengan isekolah ihanya iberhubungan 

idengan ipenyeleggaraan imusabaqah iyang ijuga imelibatkan ipelajar 

idi idalamnya iatau imemberikan isertifikasi ibebas ibuta iaksara ial-

Qur’an iyang idapat idigunakan isebagai isyarat iuntuk imasuk isekolah 

itertentu (Arsyad, 2021) 

Hasil iwawancara idi iatas imenunjukan ibahwa ikordinasi ilintar 

isector iantara idinas ipendidikan ikepemudaan idan iOlahraga idengan 

iKanwil iDepartemen iAgama ikota iKendari isangat istrategis idalam 

iupaya imenyelenggarakan iprogram ibebas ibuta iaksara ial-Qur’an. 

iBerdasarkan ihasil iobservasi ilapangan, iterdapat ikecenderungan 

iprogram ipembelajaran iBTA idi isekolah idan idi iluar isekolah ibelum 

iterjalin ikordinasi idan isinergi iprogram. iHal iini idiakui ioleh isalah 

iseorang iinforman idalam ipetikan iwawancaranya isebagai iberikut: 
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Selaku iketua iBKPRM iprovinsi idan ikanwil iDepag isaya isudah 

imelakukan ikordinasi idengan iDinas ipendidikan iagar iprogram iini 

ibisa iberjalan isesuai iyang idirencanakan. iNamun iagar itidak iover 

ilap i(melampaui ibatas ikewenangan), ikami itidak ibisa iterlampau 

ijauh imengurusi iprogram iini idi isekolah ikarena isudah imenjadi 

itupoksi iDinas ipendidikan. iKomunikasi iyang ikami ibangun ipun 

ihanya isebatas ijika iada ikegiatan iBKPRMI isemisal 

imenyelenggarakan imusabaqah iatau ikegiatan ikeagamaan iyang 

imelibatkan isekolah isaja. (Zainal, 2021) 

Pernyataan itersebut isejalan idan imengacu idengan idokumen 

iKeputusan iBersama iMendagri idan iMenag iNomor i128 idan i44 

itahun i1982, iKeputusan iBersama iMendikbud idan iMenag iNomor 

iNomor i0198U idan i35 itahun i1985, iintruksi iMenteri iAgama iRI 

iNomor i3 itahun i1990 idan iInstruksi iMenteri iPendidikan idan 

iKebudayaan iNomor i4 itahun i1996 iyang imenjadi ilandasan ihukum 

iPeraturan iDaerah iNomor i17 itahun i2005. iMeskipun ibegitu 

iberdasarkan ihasil ipengematan ipeneliti, ikordinasi ilintas idinas iini 

iberlum iterjalin idengan ibaik. iBerbagai iaktifitas iprogram 

ipembelajaran ial-Qur’an iterkesan iterkordinasi idan ibersinergi 

idengan ibaik. iKenyataan iini isejalan ipula idengan ipendapat isalah 

iseorang iinforman idalam ipetikan iwawancaranya isebagai iberikut: 

Pembelajaran iBTA ihanya ikami ilakukan imelalui iles iatau ihari-hari 

itertentu, imisalnya ipada ihari ijum’at isaja. iKarena ijika ikami ilakukan 

idi ikelas itentu imembutuhkan iwaktu, iboleh ijadi imateri iPAI iyang 

ikami iajarkan isesuai ikurikulum itidak ibisa ikami ituntaskan idalam 

iperiode ibelajar itertentu. iSoal iPERDA inomor i17 iini ikami ibelum 

itahu idan ibelum iada ipemberitahuan iresmi idari ikepala isekolah 

iatau idinas (Ati, 2021) 

Pernyataan iini isejalan ipula idengan ipengakuan isalah iseorang 

iinforman ipenelitian idalam ipetikan iwawancaranya isebagai iberikut: 

i 



Vol.2 No. 2, September 2022  Qaimuddin 

 
 

101 
 

Saya ibelum itahu imengenai iPeraturan iDaerah iini, itapi iyang ijelas 

iada iatau itidak iada iPeraturan iDaerah, iada iatau itidak iada ibantuan, 

ipembelajaran iBTA idi iTPA ikami ijalan iterus. iBKPRMI iyang 

ibekerjasama idengan ikami ijuga ipaling-paling iCuma imengecek 

iapakah iTPA imasih iaktif iatau itidak iatau ikami imengusulkan 

ibantuan ial-Qur’an. iSyukurlah imeskipun itenaga i(guru ingaji) ikami 

itidak imemadai iuntuk imenangani ipeserta ididik. i 

Berdasarkan ibeberapa ipernyataan iinforman itersebut, ipeneliti 

iberasumsi ibahwa iproblem imendasar ipenyelenggaraan iprogram 

ibebas ibuta iakasara ial-Qur’an isebagaimana iamanat iPeraturan 

iDaerah inomor i17 itahun i2005 iadalah itafsir ijudul iPeraturan 

iDaerah. iPembagian ikategori iusia isekolah imemberikan idampak 

imulti itafsir idalam ipenerapannya idi ilapangan. iDemikian ipula 

ipembagian iperan ipada idua idinas iterkait iyakni iantara iKanwil 

iDepatemen iAgama i(Depag) idan idinas ipendidikan ijuga ibelum 

ijelas isesuai iisi iPeraturan iDaerah. I 

Terlepas idari imulti itafsir imateri iPeraturan iDaerah iyang 

iberdampak ipada iketidakjelasan iimplementasi iPeraturan iDaerah, 

ipeneliti imelakukan iobservasi idi iberbagai ilembaga iyang 

imenyelenggarakan iprogram ibebas ibuta iaksara ial-Qur’an. 

iBerdasarkan ihasil ipengamatan i ipeneliti, idunia ipendidikan ipada 

imulai idari iTK ihingga iperguruan itinggi isebenarnya itelah 

imenerapkan iprogram iini imeskipun idengan imetode idan 

ipendekatan iyang iberbeda-beda. iHal iini ijuga idiungkapkan ioleh 

isalah iseorang iinforman idalam ikutipan iwawancaranya isebagai 

iberikut: 

Di isekolah ikami, iPAUD iPuncak iZahara imolagina, ianak ididik isudah 

imulai ikami iperkenalkan idengan ihuruf-huruf ihijaiyah idasar. 

iBahkan ijuga ikami imengajarkan ianak imenghafal isurah-surah 

ipendek iyang iumum. iSetiap ihari ijum’at ipembelajaran iyang ikami 

iutamakan ibertema ikeagamaan imulai idari ibelajar iberwudlu, iazan 

idan ishalat. iSaya ikira iPAUD imaupun iTK-TK ilainnya ijuga 
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imenerapkan ihal iyang isama. iKhusus idi iPAUD ikami, iIjazah isiswa 

iturut ikami ilampirkan idengan ikemampuan iBaca iTulis ial-Qur’an 

iuntuk idipergunakan ipeserta ididik isebagai isyarat iuntuk imasuk ike 

ijejang ipendidikan iSD idan isederajat ilainnya. I 

Pernyataan idi iatas imenunjukan ibahwa iproses ipembelajaran ial-

Qur’an ijuga itelah idilakukan ioleh isekolah isetingkat iPAUD, iTK idan 

isederajat. iBahkan itidak isaja imenyangkut ikurikulum imengenal 

ihuruf ihijaiyah i(Arab) isemata imelainkan idalam ibentuk iterapannya 

idalam ikegiatan iibadah idan ikeagamaan ilainnya. iKenyataan iini 

ipada idasarnya imesti idijadikan iacuan idalam imengkaji iulang 

iPERDA iNomor i17 itahun i2005. 

2. Peraturan Daerah Nomor 17 tahun 2005 dalam perspektif maqashid 

Syariah 

Sebagaimana idefinisi imaupun ikonsep iteorinya, iMaqashid 

iSyariah isecara ietimologi iberati imaksud iatau itujuan idari ipenetapan 

ihukum iIslam. iPokok ikajian idari imaqashid isyariah ibidang 

ikeilmuannya iadalah ipengetahuan imengenai iUshul iFiqh, ibahkan 

ikemudian idalam iperkembangannya imulai idiperluas icakupannya idalam 

ikajian iilmu ifilsafat iIslam. iDalam ipandangan iIslam iModern 

isebagaimana ikonfigurasi ipemikiran ihukum iislam iyang iditulis, iAmir 

iMu'alim idan iYusdani i(2001), iMaqashid iSyariah iselain ibersumber 

ipada ihukum-hukum iAllah, ijuga iyang iberbagai ihukum iIslam iyang 

iditafsirkan ipara iahli ihukum iIslam i(syar’i) iserta imotif ipenetapannya 

idapat iditerima ioleh iakal isehat. iSyariah idalam ihal iini imateri 

imuatannya idalam ibentuk iaqidah, iamaliyyah, idan ikhuluqiyyah. I 

Tujuan idari ihukum iIslam ipada ihakikatnya ipencapaian 

ikemaslahatan iumat imanusia ibaik idi idunia imaupun idi iakhirat. iIni 

iberarti ibahwa ikajian iMaqashid iSyariah imeliputi ikajian iproduk ihukum 

i(aspek iyuridis), idan ioutput i(dampak) idari ipenetapan isuatu ihukum 

itertentu i(aspek isosiologis, ifilosofis idan ipolitis). iSebuah iproduk 

ihukum i(syariah) iIslam iditetetapkan idan idiimplementasikan isenantiasa 

iberdasarkan ihubungan imanusia idengan iTuhan i(habl imin ial-Allah) 
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i(hablu imina iAllah) iserta i ihubungan imanusia idengan imanusia ilainnya 

isebagai imakhluk isosial i(habl imin ialnas). iSejalan idengan ipenelitian 

iini, iPeraturan iDaerah iNomor i17 itahun i2005 itentang iBebas iButa 

iakasara ial-Qur’an isebagai isebuah iproduk ihukum isangat imenarik 

iuntuk idianalisis iberdasarkan iperspektif imaqashid isyariah. 

Jika idikaji imelalui ipendekatan imaqashid isyariah imaupun 

ifilsafat ihukum iIslam, iPeraturan iDaerah iNomor i17 itahun i2005 isangat 

irelevan idengan ikonsepsi ihukum iIslam. iSelain imuatan imateri iadalah 

imasalah ikeagamaan, iterutama iagama iIslam, ijuga itujuan imendasarnya 

idemi ikemaslahatan iumat iyakni imenyangkut ial-Qur’an. iOleh ikarena 

iitu, itinjauan iaspek iyuridis, isosiologis, ifilosofis idan ipolitisnya, 

iPeraturan iDaerah iini iterkait ierat idengan ipembentukan iproduk-

produk ihukum iyang iditetapkan idengan itujuan imembangun 

ikemaslahatan iumat imanusia. 

Pada iaspek iyuridis, iPeraturan iDaerah inomor i17 itahun i2005 

idalam iperspektif iMaqashid isyariah isangat ipenting ieksistensi iatau 

ikedudukannya isebagai iproduk ihukum ibagi imasyarakat. iAl-Qur’an 

idalam iperspektif iIslam imerupakan isumber idari isegala isumber ihukum 

iIslam. iBelajar iBaca iTulis ial-Qur’an idalam ikonteks iini itidak iberarti 

isemata ibelajar ibahasa iArab, iakan itetapi ikunci idasar idalam 

imemahami iisi ikandungan ial-Qur’an. iMelalui ikemampuan imembaca 

idan imenulis ihuruf ihijaiyah imenjadi idasar ibagi isetiap iorang iuntuk 

imempelajari inilai-nilai ikandungan ial-Qur’an isekaligus idapat 

iditerapkan idalam ikehidupan isehari-hari. iAl-Qur’an idalam icakupan 

iyang ilebih iluas imerupakan ipedoman ihidup iumat imanusia idi iMuka 

iBumi. 

Program ibebas ibuta iaksara ial-Qur’an isebagaimana iyang 

imenjadi imuatan iperaturan idaerah iini, isejalan idengan ihukum iIslam 

iyang imewajibkan iseluruh iumat imuslim iuntuk imembaca idan 

imenuliskan ial-Qur’an. iBahkan ijika iditinjau idari iaspek ihistorisnya, 

iayat ipertama iyang iditurunkan ikepada iNabi iMuhammad iSAW iadalah 

iperintah imembaca i(Iqra). iRasullah iyang ipada isaat iitu itak ibisa 
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imembaca imemerintahkan ikepada ipengikut-pengikutnya iuntuk 

imembaca idan imenuliskan iwahyu iAllah iyang iditurunkan iyakni ikitab 

isuci ial-Qur’an. iPerintah iRasullah iini, ipada idasarnya imerupakan 

iproduk ihukum iIslam iyang imemiliki irelevansi idengan iperkembangan 

iperadaban imanusia. iKitab isuci ial-Qur’an idalam iperkembangannya 

ibahkan idapat idijadikan isumber idari ikemajuan ipengetahuan idan 

iteknologi, itermasuk iperkembangan iilmu-ilmu ihukum idi iseluruh idunia. 

i i 

Peraturan iDaerah iNomor i17 itahun i2005, idalam ipandangan 

imaqashid ial-syari'ah ipada iaspek isosilogis imerupakan iaspek ipenting 

idalam ipengembangan ihukum iIslam. iHukum-hukum iIslam iyang 

iditerapkan isesuai idengan perkembangan ihubungan isosial iantara 

iberbagai iragam ikarakteristik iumat imanusia, iIni isekaligus isebagai 

iwujud idan ijawaban inyata ibahwa ihukum iIslam iitu idapat idan ibahkan 

isangat imungkin iberadaptasi idengan iperubahan-perubahan isosial iyang 

iterjadi idi imasyarakat. iAdaptasi iyang idilakukan itetap iberpijak ipada 

ilandasan-landasan iyang ikuat idan ikokoh iserta imasih iberada ipada 

iruang ilingkup isyari'ah iyang ibersifat iuniversal. iIni ijuga isebagai isalah 

isatu ibukti ibahwa iIslam iitu iselalu isesuai iuntuk isetiap izaman idan 

ipada isetiap itempat. 

Al-Qur’an idan ipembelajaran ial-Qur’an ikonteks iyang ilebih 

ispesifik ijuga imengatur itata icara idalam ikehidupan isosial iyakni 

iberupa iapa isaja iyang idiperintahkan ioleh iAllah idan iyang imenjadi 

ilarangan-Nya.Al-Qur’an imerupakan irambu-rambu ihukum iyang 

idijadikan ipegangan ibagi iumat imanusia iuntuk imenjalani ikehidupanya 

idi idalam ikeluarga, ibermasyarakat idan isekaligus iberbangsa. iDengan 

imembaca idan imenulis ial-Qur’an, imanusia imemiliki ipijakan ihukum 

iumat imanusia idi idunia iuntuk ibersikap, iberperilaku idan iberkehidupan 

isosial. i iKonsepsi iini ijuga idikaji idalam iperspektif imaqashid isyariah 

iAsyafiri iJaya i(1996) i ibahwa ihukum iIslam iadalah ihukum iyang 

ibersumber idari iwahyu iTuhan idan idiperuntukkan ibagi iumat imanusia. 

iOleh ikarena iitu, iia iakan iselalu iberhadapan idengan iperubahan isosial. 
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iDalam iposisi iseperti iitu, iapakah ihukum iIslam iyang isumber iutamanya 

i(Al-Qur'an idan isunnah) iturun ipada ibeberapa iabad iyang ilampau 

idapat iberadaptasi idengan iperubahan isosial. 

Sejalan idengan iperspektif iaspek isosiologis, ipada iaspek ipolitis 

ipenerapan iPeraturan iDaerah iNomor i17 iTahun i2005 iini, imenunjukan 

ikepedulian ipemerintah idaerah idan iDPRD idalam idalam ifungsinya 

isebagai ilembaga ipembentuk idan ipelaksana iperaturan iperundang-

undangan i(syar’i). iDalam ikonteks imaqashid isyariah, iini isejalan ipula 

idengan itujuan idari ipenetapan ihukum itertentu iyakni ikemaslahatan 

iglobal i(umum). iMaslahat isecara iumum idapat idicapai imelalui idua 

icara: ipertama, iyakni imewujudkan imanfaat, ikebaikan idan ikesenangan 

iuntuk imanusia i(jalb ial-manafi') iyang ibisa idirasakan ilangsung imaupun 

itidak ilangsung ipada iwaktu iyang iakan idatang, idan ikedua, 

imenghindari iatau imencegah ikerusakan idan ikeburukan i(dar' ial-

mafasid). 

Berdasarkan analisis tersebutidapat ditarik generalisasi (kesimpulan 

iumum) ibahwa Peraturan Daerah Nomor 17 itahun 2005 isangat iurgen 

ieksitensinya ibaik idari iperspektif ihukum ipositif, ihukum iIslam, 

itermasuk idalam ikajian imaqashid ial-syariah. iMembumikan ial-Qur’an 

imelalui ibasic i(dasar) ibaca itulis ial-Qur’an ibagi isebagai ipedoman 

ihidup iumat imanusia iagar isenantiasa idapat iberadaptasi idengan 

ikehidupan isosial iserta iperkembangan izaman idan iperadaban idunia. 

iDPRD isebagai iPembuat iPeraturan idan iatau ihukum i(syar’I) iharus 

idapat imemastikan itujuan, isasaran, iserta itarget idari ipenetapan 

iPeraturan iDaerah iini iterimplementasi idan imemberikan idampak 

ikemaslahatan, ikhususnya ibagi imasyarakat iIslam idi iKota iKendari. 

 

D. Penutup 

Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 17 Tahun 2005 tentang bebas buta 

aksara al-Qur’an pada Usia Sekolah dan Masyarakat Islam belum optimal 

diterapkan. Peraturan Daerah ini, dalam perspektif Maqashid Syariah sangat 

penting karena menyangkut pengetahuan nilainilai kandungan al-Qur’an serta 
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dapat memberikan dampak kemaslahatan bagi umat muslim secara umum. 

Agar Peraturan Daerah ini bisa Optimal diimplementasikan perlu dilakukan 

pemberdayaan lembaga-lembaga penyelenggara program, pengadaan guru 

ngaji yang berkualitas serta pelibatan masyarakat melalui pendidikan baca tulis 

al-Qur’an secara mandiri dalam kaluarga. 
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